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LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat riset Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA
Provinsi Jawa Tengah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, a0 Areomn Fuore
RISET, DAN TEKNOLOGI Teseonoe Sevmans, tags P 478
UNIVERSITAS DIPONEGORO BB L b g oo oo Sy
FAKULTAS HUKUM

Nomor (38 UNTFIAK/IL2024 27 TCR 207t
Lamp.
Ial - Permohonan RisetPenelitian

Yth. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa Tengah
J1. Pahlawan No.9 Gedung D Lt.1 & 4 Scmarang
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bashwa dalam rangka penyusunan Penulisan TTukum
(Skripsi) scsuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponcgoro,
untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penclitian.

Sehubungan dengan hal terscbut diatas, kami mohon Saudara berkenuan memberikan 1jin
pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa benkut:

nama : Muhammad Jundi As Salim

NIM - 11000120130459

alamat . 7. Tino Usodo Timur IIT No. 308, Pedalangan, Kec. Banyumanik,
Kota Scmarang

nomor HP - 087700310736

bidang minat Hukum Administrast Ncgara

Judul skripsi . Pelaksanaan Sistem E-procuremcat Melalui Layanan Penyadaan

Sccara Elcktromk (LPSE) Provinsi Jawa Tengah sebagai
Implementasi Konsep (ood governance

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,

Retno Saruswati, S 1., M.HM
711191993032002 V) 4
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Lampiran 2: Instrumen Penelitian

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

NO Fokus Penelitian Tujuan Indikator Sub Indikator Pertanyaan Subjek
Penelitian
1 | Pelaksanaan sistem e- Untuk Prosedur Metode £- |- Apakah yang dimaksud dengan e- Biro
procurement melalui Layanan identifikasi dan | Pelak e- Tendering dering Biro APBJ? Administrasi
Pengadaan Secara Elek ik analisis terhad. procurement - Bagaimana  Prosedur  pelaksanaan Pengadaan
(LPSE) Provinsi Jawa Tengah. | pelaksanaan sistem procurement  dengan metode  e- | Barang dan Jasa/
e-procurement tendering melalui LPSE Provinsi Jawa | Bagian Sistem
melalui Layanan Tengah? Informasi
Pengadaan Secara Pengadaan
Elektronik (LPSE) Metode £- |- Apakah yang dimaksud dengan e- | Barang dan Jasa/
Provinsi Jawa Purchasing purchasing menurut Biro APBJ? Layanan
Tengah - Bagaimana Prosedur  pelaksanaan Pengadaan
procurement  dengan metode  e- Secara
purchasing melalui LPSE Provinsi Elektronik
Jawa Tengah? (LPSE)
Tantangan, - Apakah terdapat tantangan dan| Bagian Sistem
Hambatan, dan hambatan  dalam  melaksanakan Informasi
Potensi procurement melalui LPSE Provinsi Pengadaan
Jawa Tengah? Barang dan Jasa/
- Bagaimana Biro APBJ dan LPSE Layanan
Provinsi Jawa Tengah menyikapi Pengadaan
tantangan dan hambatan yang terjadi? Secara

- Adakah potensi yang dimiliki e- Elektronik
procurement  dibandingkan  dengan (LPSE)
manual procurement?

2. | Implementasi konsep good Untuk Good Akuntabilitas, |- Bagai pertak Biro
governance dalam sistem ¢- mengidentifikasi dan | Govemance | Transparansi, [ Akuntabilitas dalam melak kan e- | Admini
procurement melalui Layanan analisis terhadap dalam Partisipasi, procurement melalui LPSE Provinsi Pengadaan
Pengadaan Secara Elektronik impl i Peluk e- | Efektif dan Jawa Tengah? Barang dan Jas/
(LPSE) Provinsi Jawa Tengah konsep good procurement Efisien - Bagaimana Transparansi yang [ Bagian Sistem

governance dalam dilakukan  dalam  pelal e Inf
sistem e procurement melalui LPSE Provinsi Pengadaan
procurement melalui Jawa Tengah? Barang dan Jasw/
Layanan Pengadaan - Bagaimana partisipasi yang dapat Layanan
Secara Elektronik dilakukan  dalam  pelak e P di
(LPSE) Provinsi procurement melalui LPSE Provinsi Secara
Jawa Tengah. Jawa Tengah? Baik partisipasi untuk Elektronik
yarukat, intah F (LPSE)
swasta (perusahaan)
i jagn efektivitas dan
efisiensi  dalam  pelaksanaan -
procurement melalui LPSE Provinsi
Jawa Tengah? (dibandingkan dengan
manual Procurement)
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Lampiran 3: Surat Balasan riset Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
SETDA Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman hitp:/Awww.jatengprov.go.id
Surat i go.id

Semarang, 08 Maret 2024

Nomor : 071/299 Kepada
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Hal : Permohonan Riset/Penelitian
di-
Semarang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 678/UN7.F1/AK/I/2024 pada tanggal 27 Februari
2024 perihal permohonan riset/penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi mahasiswa atas
nama Muhammad Jundi As Salimdengan judul, “Pelaksanaan Sistem E-Procurement melalui
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Tengah sebagai Implementasi
Konsep Good Governance'.

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian
tersebut di tempat kami;

2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik;

3. Wakiu pengambilan data disesuaikan dengan kebutuhan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik, disampaikan terima
kasih.

Pih. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa

@ Ditandatangani secara
elektronik oleh:

1 W, K
Pembina Tingkat |
NIP 19680328 199703 1 002

D ini di gani secara dengan menggunakan i Ele yang di oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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